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m UUD 1945 (amandemen)
Pasal 31
ayat (1): “Setiap warga negara berhak

mendapat pendidikan”

ayat (2): “"Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”




m UU No. 20 tahun 2003 SISDIKNAS:

Pasal 5

ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang
bermutu.

ayat (2): Warga negara yang mempunyai kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial
berhak memperoleh pendidikan khusus.

ayat (3): Warga negara di daerah terpencil atau
terbelakang serta masyarakat adat yang
terpencil berhak memperoleh pendidikan
layanan khusus.
ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa berhak
memperoleh pendidikan khusus




m Pasal 32

ayat (1): Pendidikan khusus merupakan
pendidikan bagi peserta didik yang
memiliki tingkat kesulitan dalam
mengikuti proses pembelajaran karena
kelainan fisik, emosional, mental,
sosial, dan/atau memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan
pendidikan bagi peserta didik di daerah
terpencil atau terbelakang, masyarakat
adat yang terpencil, dan/atau
mengalami bencana alam, bencana
sosial, dan tidak mampu dari seqgi
ekonomi.




m UU No. 23 tahun 2002 tentang

PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar
minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48
diarahkan pada:




Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian
anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai
mencapai potensi mereka yang optimal;

Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia

dan kebebasan asasi;

Pengembangan rasa hormat ter
identitas budaya, bahasa dan ni
nilai-nilai nasional dimana anak

nadap orang tua,
ai-nilainya sendiri,

bertempat tinggal, dari

mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang
berbeda-beda dari peradaban sendiri;

Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung
jawab; dan

Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap
lingkungan hidup.




m Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik/atau mental
diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk
memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar

biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan
dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan
biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau
pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang
mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat
tinggal di daerah terpencil.

2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong
masyarakat untuk berperan aktif.




m UU No. 4 tahun 1997 tentang
PENYANDANG CACAT

Pasal (5)

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan
kesempatan yang sama dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan”
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Perihal Pendidikan inklusif: menyelenggarakan
dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota
sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang
terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.




